PEMBUKAAN

Perkembangan ckonomi dalam ord Indonesa Dary merupakan dagan yang tidak
lecpsabian dan proses reformas daam Derbaga aspek Rehidupan keregaasm yang
223 Antara lan, dtentukan oleh kuaitas manapmen Surat Utang Negara dan kinena
wmwmmmwwmmm
moraitas, dan prolesonaitas yang febh lasgouh dalam proses pelakaansan
perdagangan Sural LBing Negara yang duiasarkan ada Wroptioyd sualy system

clekid. Komimen lorsebul semakin Srasa pentng Sedagh upays uniuk terwujudnya
wmm.mmmmm.mmm
daiam pelaksanaan fungsinya.

Bahwa sudah profes: memdic Kode Exk yang membabarkan
mmw

dalam menjalankan profesrya Ustuk melgsanaian tugasnya secan profesional dan

benanggunglawab, anggota Asosiasi Pedagang Surat Utang Negara bersepakat untuk

meryusun suaty Kode Evk. yang becséal mangikal serta wajb digatudi cleh setap

Anggots. dalam manalsnkan tugasnys selama & dalam atauvpun di lar tempal kara

defri managa martabat. kehormatan, Gira can kreddtas Asosuas
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang cemaksud dengan:

Kode Etik adaiah kumpuian azas a3 nés moral yang menad pedomen Anggota
Asosasl, lermasul dan Mdak lerbatas pada tndakan, perfaku dan ucapan yang wab
Slakcukan, diarang, atau Sdak pat.t dilakudoan cleh Anggots.

CAD Il
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 2

Anggota bertanggung jawab penuh larpa ada yang dlecusikan, aiss  sogala
Sndakan subyek hukum percracgan yang menadi waki (waki ~ wakinys) yang
bartindak selaku Wakdl Pedagang atau yang menduduki jabatan Pengurus, Dewan
Pongawss atsy Dewan Kode Uik, atau yang melakukan tindakan hukum lainnya
S0panjang Darkadan dengan kegatan usaba Anggcta atau yang mewakll Anggota
dalam lndakannya berkensan dengan kegiatan atau pelaksanaan tugas alau
kerwapban selaky Angoota Asosas

KEPRIBADIAN ANGGOTA
Pasal 3

1. Setap Anggota harus bertindak calam melaksanakan kegiatan usahanya secara
profesional, jujur dan adl dengan selap saat selalu mengindahkan kode etik dan
peraturan perundang ~ indangan yang berlaky

2. Angpota harus melksanakan kegatan usahanya sesual dengan standar
pelsicsanaan egatan wsaha yang daiod secara umum dengan pengelahuan dan
amampuan yang cukup dan cemat.

3. Angpota dlarang menunjuk waldlya yang sedagai akibat perunjkan ity atau
dalam masa kedudukannya sebagal wakil menmbulian akbal perangkapan
’ Jjabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (Confiic? of inforest).

4. Anppota harus menghindard benturan kepentingan. Dalam hal terdspat benturan
kapantingan, Angoota tefap harus menguiamakan kepentingan rasabah pada

Hal:
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Khveaustyd  den  mosyarakal e negiea podas umuntnya dan  hana
mengutamakan otk profos

3 Anggola tdak diperianatkan mecggunakan ieformasi orang dalam (nside
infoemation) untuk kepentngan Asggota sendir atau pihak lain

8. Asggota diarang menyalahgunakan kemampuse yang dmdkinga  untuk
MEMPenganuts proses pemelalan suatu sengketa o peradian wwum alay
dowan perwasian atau suatu pemerisaan Mau porsdangan perkara pidana,
Utk kepertingan Angacta Sendn alau pihak lan

7. Angoota wiit mecahasakan cdan Bidak menyalahgunakan segala informan
berkatan dengan nisadbah dan stau lawan anssksl tormasuk telaps tdak
karugan alau keurtungan dan hat in yang berkaitan dengan tu.

8 Anggota wayb menjaga dan Sdak menyalabgunakan segaa rahasls yang
dpeccayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia
samrpal Batas wakiu yang telah dtentukan atau sampal masalah tersebut sudah
devgatakan terbuln unitul umum dan ketentuan ini tetap Berlaky bagi Anggola yang
tdatk lag meniad anQpora Ascsasl atay walch (wakd ~ wakid ) Angacts yang telah
tdak lagl mempunyal hubungan kera dengan Angpota.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN SESANA ANCGOTA
Pasal 4

1. Antara Arggocta yang satu dengoan yang lannya harus bekerjd sama dofam satiap
kogiaten yang Berbubungan dengsn Kepertingan masysrakal dan negars dengen
menempatikan kepentingan masyarakat dan negara sedagal priomias meletshd
kepentingan dirl sendirl selaku Anggota.

2 Anggota harus menggunakan kata-kata yang jelas dan langsung calam melakukan
ransaksl dengan maksud Unhk menghindan  kesalahpataman Jden el
penyesatan serta memastizan babwa lerminciogy atau kala - kats atau katmae
yang telah menjad kebiasaan dan yang dlakul secara umum dalam kegiatan yang
Barkaitan dengan bidang usaha Angoota S8DAgIMana dmaksud dalam Angoaran
Dasar Ascsinsi dlaksansksn sobagaimdna massngd,

3. Anggola yang menduduld jabatan Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Kode
Eik diarang menawadan, memderkan atau menerima mbalan atau hadtah
berupa apapun, dalam rangka melsksanakan Sgasnyd s Serkatan Sengan
jabatan stay KEWSRaNgan yang mekkat pads Jabatan lersebut.
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BAD v

HUBUNGAN DENGAN NASABAM
Pasal §

1. Para Anggota Glacang wntuk

(1) Membell atau meonial SUN untub hkepentingan prbad meseka dengan
Menggunakan nama phak lan;

(3] Mombupuk phak lain untuk momtual kepulusan nvestess yang dapat
menguntungian mereka sendi Bak secara langsung maupun tdak
angsung.

(3) Memalsukan atau memanigulasi harga SUN,

(4)  Melakukan Bndakan yang memiratan penswaran keurtungan (Jan) untuk
mempercieh keurtungan)

2. Angycta Rarus mancegah transaksl yarg melbatkan kegatan yang bertentangan
dengan kolentusn hokum dan perundang — undangan yang berlaku (Begal),

« sepert pencucian uang olau kegiatan lan yang sejens  Dalam hal i teedapst
kecurigaan, Anggota harus mengambd tindakan yang dperiukan dan atau
melaporkantya kepada phak yang bemwapd Sengan segern.

BABWVI
HUBUNGAN DENGAN PEJABAT ATAU INSTANSI PEMERINTAH
Pasal 6

Angpota harus berskap hormat dan santun dalam berdwbungan dengan instamsl
pemerintah atau pejabalrya yang berwenang atas dasar dan dengan memaltuby
olectuan Pukum dan peraturan penundang-undangan yang bedak.  Dalam hal ada
permintaan untuk metalogkan scaty kebiakan waus darl nstansi pamerintah yang
bearwenang yang permintaan kebiiakan mans sdalsh defam rangka memenuhi
kabiskan pecrarietah stay demi kepesingan negars dan atau masyarakst parn
Angoota wajd beiers sama gura memenuts permintaan instans! pemerittah yang
Berwenang tecsebut
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BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI TRANSAKS!

Passl 7

1. Anggota tidak dperkenanian langsung macpun tdak langung untuk ikt sents atau
membaniu daam transaks yang mengarah pada manipuass dan alay rassaksi
fegal

2 Dolam mesangan transaksl Anggotas harus bortindak profesional sebagamana
Layaknys sodtang podagang SUN yang bak dengan penuh keball — hatian dan
carmal serta memparhatikan sagals kedectuan yang ada bak yang tertudis pada
Katentus penadangsn yang beraky dan aturan - Muren lannys yang dkeluarkan
oleh Asosiast maupun Kode Btk il serta keblasaan yang secaa umum diakoul
dalam bidang usaha Angpota

BAB Vi
PELAMSANAAN KODE ETiX
Pasal B
1. Dengan Sdak mempunyal ketentizan yang tercantum dalam Pasal 2, Setiap Anggota
wajb tunduk dan mematuhl Kode Etik
2. Pergawasan dan pelaksansan Kode G5k clakukan cleh Dewan Kode Etic.

BAB IX
DEWAN KODE ETIK
Baglan Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 9

1. Dewan Kode Etk berwenang memeriksa dan mengadil perkara pelanggarsn Kode
.mmmnm

2. Dewan Kode Exk memeriksa pengaduan pada tngkat pertama dan terakhi,

3. Anggota Dewan Kode Etik berumiah sekurang — kurangnya 5 (lems) orang astau
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4. Angpeta Dewan Kode €tk alan merurjuk satu dantars mecoks yang akan
manjabat sebaga ketua dan salu lagi sebagal Waldl Ketua yang skan mewakds
Kelua sekranya Ketua berhalangan

5. Masa Jabatan Anggota Dewan Kode Ebk adalah sama dengss masa jabatan
Pongurus, akan tetapi dengsn katerduan masa jabatan mana bans akan berakhy
Pada saxt canghatnya Anggota Dewan Kode £tk yang mengganticannys

6 Demwn Kode Etik dberkan kewsrangan wetuk manentukan sendis tats cara
pelsksanaan bugas yang harus cilakokan dalam rangia penerapan Kode Euk ni.

7. Segas bays yany dkeluaran umdk sudly persidangan Dewan Xode Esk
dbebankan kepada Asosiasd
Bagian Kedua
PENGADUAN
Pasal 10

Baglan Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 11



Kode I
Perhimgenan Pecazang SUN ( MMDASUN )

Bagian Keermpat

PENERIKSAAN
OLEH DEWAN KODE ETIK

Pasal 12

! mme&mmmmwgdomumm
danggdp cukup sabagamana dimaksud dalam pasal 11, menyampakan surat
pemberitabuan selambat-amtatnys dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kera
mrmmmmmmmwm
NI pergacuan lersebut

2. Sebyrbot-imbatnya dalam wakiu 14 (empat Delas) Had Kersa Teradu hanss
mamberkan jawabarnya secara tertuls kepada Dewsn Kode Btk

!
{

7. Pengadu dan Teradu
2. Hawus hade secars pribad dan “dak dapal menguasakan kepada orang lan,
akan 1etapi jka dkeherdaki dapat ddamping oleh

2. Dewan Kode Elik skan menjelaskan tata cara pemanksa yang bertakou;

b Perdamaan hanya dimungkinkan apabls masalah yang dadukan tidak
mempuryss katan langsung dengan kepentingan Asosiasi alau dapat merugikan
kepontngan umum dan apabla pardamaian tercapal dbuatkan akta perdamaan
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yg Gjadikan desa keputusan oleh Dewan Kode Ebk yang langsung
movpuryal kekuatan hukum yang pasti;

€. Kodua belah phak diminta mengemukasian alssan-alasan pengaduancya atay
Secara bergl, sedanghan Bukli - bukti akan dperiksa dan atay
saksl - sakai akan Sdengar cloh Dowan Kode Etic.

9 Apetda pads sidang yang pertama kakoys sslah satu phak tdak hadr -

a. Sdang ciunda sampal dergan sidang beckuttya paing lama 14 (empat belas)
Ras dengan mamangodl pihak yang tidak hadle secara patut

b. Agabila Pengadu yang telah Cipangod sampsi 2 (dua) kall tidak hadir tanpa
shsan yang sah pengaduan deyatakan gugur dan Pengadu tdak dapat
mengajukan pengadvan Bgi Mas Cask yang samd kecual Dewan Kode Enk
berpendapal bahwa maten pecgaduan backalan dengan kepeningan wmum

¢ Apatds Teracu telah dpanggll sampal 2 (Gua ) kall tdak datang tanpa alasan
yang sah pemerksaan dteruskan tanpa hadmya Teradu

d. Dewan Kode Etik berwenang untuk memberikan keputusan diuar hadionya para

a. Nenyatakan pengaduan dani Pengadu tidak dapat diterima,

b Nemerima peagaduan darl Pengady dan mengadsih serla menjadubkan sankss
sacksi kopads tarady.

2 Kepuusan harus memuat pertimbangsn-pertimbangan yang menjadi dasarmya dan
menunjuk pada ketentuan yang aca dalam kode etk dan Etka yang dakud secara
urum dafam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Asosiasi
yang dlanggar,

3. Dewen Kode Enk mengambi  keputusen dengan suara terbanyak dan
| MengUCIphAnny s Calam stiang lerDuka dengan alau lanpa dihadr cleh pihak-phak
yang benangiautsn seleiah sebelumnys membestshubkan had, langoal dan wakiu
pecsidangan Weesabut kepads pdak-phak yang bersangicutan

4  Arggota Dewan Kode Etik yang kalah dafam pengambilan suara berhak membuat
catatan kederatan yang diampirkan ddalam berkas peckars
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Datam wakty selsmbat-lamdatnya 14 (empat befas) Mari Kera seleloh
ducapkan, safiean keputusan Dewan Kode ESk harus dsampalkan kepada :

sapoe

pabla »da yang berhalangan untuk menandatasgani keputusan, moka hal lorsetaut
Ssabut dalam keprtusan yang bersangkitan disenai alssannya
Bagian keenam
SANKSI-SANKS!
Pasal 14

Mubuman yang dberkan dalam keputusan Cape! Denps

a Peringatan Tertuls Pertama,
] m Tertuls Kedua, Bl pihak yang bersanghutan  melakuian
polanggaran datam Rangka wakly 1 (satu] tahun tertvlung sejaik dijatubd soanks

Poringatan Tortuls Portama;
¢ Porngatan Tertuhs Ketiga . bla phak yang bessangudan melakukan

demmuwwmmmwm
Peringatan Tertubs Kedua;

setag
sementara untuk |angka waktu 1 (satu) butan.

Baglan ketujuh
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 1§

|

Terady,
Pengadu,
Dewan Pengawas,

‘Pangures,

Rark Indoresia;
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[ Pusat Manajemen ObSgasi Negara atad lembaga yang mengganticannya,
8 Badan Pengawas Pasar Moda atau lembaga yang menggantiannya,

Bagian kedelapan
KETENTUAN PELENGKAP
Pasal 16
Dewan Kode Ebk berwenang untuk mengusukan penyerpurmasn halhal yang telah
gt oafam Kode E3k nl dan aau manentukan hal-hal yang belum datur didalamnya

kepada Dewan Pengawas dan Pengurus untuk cisampakan kepada Rapat Usum
Anggots untuk memperoieh persetujuannya.



